
BUPATIKEPULAUANSULA 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA 

NOMOR 01 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKEPULAUANSULA, 

Menimbang a. bahwa Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Kepulauan Sula tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomo 41 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

246., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 



ten tang 2004 Tahun 1 Nomor 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Nemor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Negara 3895); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4264); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-undang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 05,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



9. Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintshan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admirustrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 560 I); 

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Un.dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 

6041); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hale Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Rebublik lndonesiaTahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Peiayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembar.an Negara RI Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 202 I Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6622); 



23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahsn 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jas Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahsn atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 

157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2019 Tentang Sistem lnformasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keusngan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tehun 2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10 

Tahun 2008 Tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan 

Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulausn Sula Nomor 01 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daereh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sula Tehun 2022 Nomor 01); 

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sula; 

31. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dearah Kabupaten 

Kepulauan Sula; 



BUPATI KBPUI.AUil SULA 

IIIBMOTUSKAJI' : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

1, Pendapatan 

Rp. 2.500.000.000,00 

Rp.269.926.501.376,00 

Rp.286.807.839.959,00 

Rp. 2.411.749.200,00 

Rp.561.646.090.535,00 

Rp.29.757.557.681,00 

Rp.731.120.255.077,00 

Rp.21.519.530.000,00 

Rp. 782.397.342. 758,00 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan Daeyah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jaaa 

3) Belanja Subsidi 

3) Belanja Hibah 

Jumlah Belanja Operasi 

b. Belanja Modal 

1) Belanja Modal Tanah Rp. 1.700.000.000,00 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.25.383.663.830,00 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.33.729.950.800,00 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan 

Dan irigasi 

Jumlah Belanja Modal 

c. Belanja Tidak Terduga 

1) Belanja Tidak Teruga 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 

Rp.70.708.422.328,00 

Rp.131.522.036.958,00 

Rp. 1.500.000.000,00 

Rp. 1.500.000.000,00 



d. Belanja Transfer 

I) Belanja Bagi Hasil 

2) Belanja Bantuan Keuangan 

Jumlah Belanja Transfer 

Surplus/(defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daeran 

Tahun Berkenaan 

Pasal 2  

Rp. 0,00 

Rp.29.000.000.000,00 

R. 2.500.000.000,00 

Rp.26.500.000.000,00 

Rp. 2.027 .353.167,00 

Rp112.201.862.098,00 

Rp.114.229.215.265,0 

(Rp.26.500.000.000,00) 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati inl. 

Pua1 3  

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pau14 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pau15 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 



Pasal 6 

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Sanana 

Pada tanggal, 18 Januari 2022 

Diundangkan di Sanana 

Pada tanggal, 1 8  Januari 2022 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN VUAN SULA 

FADILA W¥UDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 01 

Salinan s uia dengan aslinya 

GIANHUKUM, 

JI SH 

NIP. 19800619 200312 2 005 


